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 Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga 
binaan Pemasyarakatan yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, tertuang 
dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 14 point (1) huruf 
f bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media 
massa lainnya yang tidak dilarang. Latar belakang pendidikan narapidana di Lapas Kelas I 
Tangerang rata-rata tidak lulus SMA, rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi angka 
melek huruf untuk kesadaran membaca para narapidana dan tahanan rendah. Latar 
belakang mereka tidak tamat SMA adalah karena faktor ekonomi. Perpustakaan di Lapas 
Kelas I Tangerang memiliki banyak manfaat bagi narapidana, karena bukan hanya 
menunjang dalam program pembinaan saja, akan tetapi sangat bermanfaat sebagai tempat 
melepas jenuh, menambah informasi dan pengetahuan. Suasana perpustakaan yang 
kondusif juga mampu memberikan rasa nyaman dan fokus sehingga narapidana tertarik 
untuk menumbuhkan minat baca. 




Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga 
binaan Pemasyarakatan yang diatur di dalam suatu sistem kelembagaan merupakan bagian 
akhir dari tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat bagi narapidana 
menjalani masa pidana hilang kemerdekaan dan mendapatkan program pembinaan sebagai 
bentuk upaya pemulihan agar mereka sadar akan kesalahannya, sehingga mereka tidak 
mengulangi kesalahannya kembali setelah selesai dan kembali ke tengah masyarakat. Tidak 
hanya sebagai upaya pemulihan dalam hal psikologi yang membuat mereka sadar, akan 
tetapi Lembaga Pemasyarakatan juga berperan untuk memberikan bekal hidup agar mereka 
dapat bermanfaat dan berguna untuk kehidupannya setelah bebas. 
Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 
ayat 3 yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan adalah tampat untuk melaksanakan 
pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan (andikpas). Dalam Kamus Besar 
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Bahasa Indonesia pengertian Lembaga Pemasyarakatan adalah organisasi atau badan yang 
melakukan suatu penyelidikan atau usaha. 
Menurut Atmasasmita, Lembaga Pemasyarakatan diartikan sebagai tempat 
pelaksanaan pidana penjara yang dibagi ke dalam beberapa bentuk yakni (Andi Soraya, 
2013): 
1. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk pidana berat 
2. Rasphuis yaitu rumah penjara tempat para narapidana diberikan pelajaran 
mengenai cara melicinkan benda-benda yang terbuat dari kayu dengan 
menggunakan ampelas. 
 
Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada 
pasal 1 ayat 7, pengertian narapidana adalah seorang terpidana yang menjalani pidana 
hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia narapidana berarti seseorang yang sedang menjalani masa hukuman karena telah 
melakukan suatu tindak pidana (KBBI, 2016). 
Sebelum adanya istilah Pemasyarakatan, pada zaman dahulu narapidana ini dikenal 
dengan sebutan orang hukuman atau orang penjara, dalam pasal 4 ayat 1 
Gestichtenreglement (reglemen penjara) Stbl. 1917 No. 708 dijelaskan bahwa orang 
terpenjara adalah sebagai berikut (Wahdaningsi, 2015): 
1. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (gevangenis straff) yaitu suatu 
keadaan seseorang itu berada dalam penjara atau tertangkap di dalam penjara. 
2. Orang yang ditahan sementara 
3. Orang yang berada di dalam sel 
4. Orang yang tidak menjalani hukuman hilang kemerdekaan (vrijheidsstraaf) akan 
tetapi dimasukkan ke dalam penjara secara sah. 
 
Dalam menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, satu-satunya 
penderitaan yang dialami oleh narapidana hanyalah pidana hilang kemerdekaan, tidak 
boleh ada penderitaan lainnya seperti kekerasan fisik maupun mental, intimidasi, eksploitasi 
dan lain sebagainya. Namun posisi mereka tetap dianggap sebagai seorang manusia yang 
memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu hak narapidana yang harus 
dipenuhi tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan pasal 14 point (1) huruf f bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan 
bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. 
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri setiap manusia bersifat 
kodratif dan fundamental sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus dihormati, dijaga, 
dan dilindungi oleh setiap orang, baik itu individu, masyakarat, maupun negara. Dalam 
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 1 bahwa hak 
asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib 
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap 
orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Kurniawan, 
2005). 
Manusia dengan hak asasi manusia adalah seperangkat yang sangat sulit dipisahkan 
sejak manusia tersebut terlahir di muka bumi. Pada hakekatnya HAM merupakan kebebasan 




dan upaya untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh untuk 
menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum (Rahayu, 2000). 
Adapun beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu: 
1. HAM tidak diberikan, dibeli, dan diwariskan 
2. HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandanga ras, suku, agama, jenis 
kelamin, etnis, pandangan politik maupun asal-usul sosial dan kebangsaan 
3. HAM tidak boleh dilanggar 
 
Berikut ini beberapa prinsip yang telah menjiwai bagi HAM Internasional 
(Khairunisa, 2018): 
1. Prinsip kesetaraan (equality) yaitu berpandangan bahwa semua orang terlahir 
bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM, jadi pada situasi tertentu seseorang 
dapat diperlakukan sama dan juga berbeda. 
2. Pelarangan diskriminasi (non-discrimination) yaitu tidak boleh adanya 
perlakuan berbeda yang dapat menimbulkan suatu kesenjangan. 
3. Prinsip ketergantungan (interdefendance) yaitu prinsip yang menegaskan pada 
pemenuhan hak yang bergantung pada pemenuhan hak lainnya baik secara 
keseluruhan maupun sebagian. 
4. Prinsip dipertukarkan (inalienable) yakni paham prinsip yang tidak dapat 
dipindahkan, dirampas maupun ditukarkan dengan sesuatu. 
5. Prinsip universal (universality) merupakan prinsip yang tertinggi dimana HAM 
diberlakukan bagi semua umat manusia yang hidup di muka bumi ini. 
6. Prinsip martabat manusia (humandignity) yaitu hak asasi yang dimiliki oleh 
setiap manusia melekat dan tidak dapat dipisahkan.  Prinsip ini menegaskan 
bahwa setiap manusia harus saling menghargai satu sama lain yang akan 
membangun sikap toleransi. 
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bahan bacaan dibagi ke dalam 
dua arti, bahan yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan untuk suatu tujuan 
tertentu, sedangkan bacaan berarti buku ataupun semacamnya (media massa, elektronik dsb 
(KBBI, 2016) 
Dalam hal ini pengertian bahan bacaan juga digunakan hanya untuk menambah dan 
memperkaya wawasan bagi orang yang membaca, baik dalam segi membaca sebagai sarana 
rekreasi intelektual, maupun untuk membuka wawasan pengetahuan yang lainnya. 
Menurut data statistik dari UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia berada pada 
urutan kedua dari bawah mengenai minat membaca, UNESCO menerangkan bahwa 
menurut data yang mereka peroleh masyarakat Indonesia dari 1000 orang hanya 1 orang 
yang mempunyai minat membaca atau rajin membaca artinya hanya 0,001% masyarakat 
Indonesia yang rajin dalam membaca. Data ini diperkuat oleh riset yang dilakukan oleh 
Central Connecticut State University pada bulan maret lalu yang berjudul World’s Most 
Literate Nations Ranked pada tahun 2016 lalu yang menyatakan bahwa negara Indonesia 
menduduki peringkat ke 60 dari 61 negara yang dilakukan penelitian mengenai minat 
membaca, posisi ini tepat berada satu peringkat di atas Bostwana (61) dan berada di bawah 
Thailand (59) (Teknologi Masyarakat Indonesia: Malas membaca tapi cerewet di medsos, 
(2019, 13 November). 




Berdasarkan data dari riset di atas perlu diperhatikan mengenai minat membaca 
warga negara Indonesia, tidak hanya masyarakat di luar lembaga saja, melainkan membaca 
dan mendapatkan bahan bacaan adalah hak semua bangsa. Oleh karena itu untuk 
meningkatkan indeks membaca negara Indonesia perlu diperhatikan dalam menyediakan 
bahan bacaan untuk warganya. Dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, 
setiap UPT harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai mana 
mestinya, karena narapidana dan tahanan tidak hanya menghabiskan masa pidananya di 
dalam lembaga untuk berdiam diri semata, melainkan mereka diberikan pembinaan serta 
diberikan bahan bacaan untuk menunjang program pembinaan kepribadian dan 
kemandirian mereka di dalam lembaga. 
Di Lapas Kelas I Tangerang, para warga binaan Pemasyarakatan setiap harinya 
diberikan kesempatan untuk membaca, dengan ruangan yang terbatas dan bahan bacaan 
seperti buku-buku yang sangat terbatas, para narapidana membaca buku untuk menunjang 
pembinaan kepribadian dan kemandirian. Misalnya dalam bidang pembinaan kepribadian 
mereka membaca buku-buku tentang ilmu agama, dan dalam bidang kemandirian mereka 
juga membaca buku-buku seperti buku cara bercocok tanam, buku tentang kesenian, dan 
buku-buku tentang teknologi informasi agar mereka memiliki keterampilan baru setelah 
menjalani masa pidana di dalam lembaga. 
Latar belakang pendidikan narapidana di Lapas Kelas I Tangerang rata-rata tidak 
lulus jenjang SMA, karena rendahnya tingkat pendidikan ini juga membuat angka melek 
huruf untuk kesadaran membaca para narapidana dan tahanan rendah. Tidak hanya itu saja, 
mereka juga lebih memikirkan untuk kepentingan ekonominya pada saat hidup di luar 




1. Kewajiban Narapidana di Lapas Kelas I Tangerang 
Seorang narapidana yang menjalani masa pidananya di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan mempunyai kewajiban yang tertuang dalam Pasal 23 Naskah Akademik 
Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yaitu (Mardjono, 2009): 
1. Mengikuti program pembinaan kemandirian dan kepribadian dengan tertib 
2. Mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan yang dianutnya 
3. Mengikuti kegiatan bimbingan kerja yang dilaksanakan selama tujuh jam dalam 
sehari 
4. Mematuhi tata tertib yang ada di dalam Lapas 
5. Memelihara sopan santun, bersikap hormat, dan berlaku jujur dalam segala 
perbuatannya, baik itu terhadap sesama narapidana maupun kepada para 
petugas 
6. Menjaga keamanan dan ketertiban sesama penghuni 
7. Melaporkan kepada petugas segala macam permasalahan yang timbul dalam 
penyelenggaraan pembinaan, khususnya terhadap masalah-masalah yang rentan 
terhadap gangguan keamanan dan ketertiban 
8. Menjaga dan memelihara semua barang inventaris serta sarana dan prasarana 
yang ada di dalam Lapas guna mendukung terselenggaranya program 
pembinaan 




9. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan di dalam Lapas 
 
Kewajiban-kewajiban narapidana tersebut adalah hal yang tidak boleh dilanggar oleh 
narapidana, dan setiap perbuatan narapidana akan menjadi asesmen bagi narapidana 
tersebut. Hal ini adalah bentuk evaluasi bagi narapidana selama menjalani masa 
pembinaannya di Lapas, apabila terdapat pelanggaran maka akan berpengaruh terhadap 
pemberian hak narapidana, karena setiap pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana akan 
tercatat di dalam buku register F. 
Selain diwajibkan mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian di 
Lapas, narapidana di Lapas Kelas I Tangerang juga dianjurkan untuk pergi ke Perpustakaan 
untuk membaca buku-buku yang mampu menunjang program pembinaannya, selain itu 
juga buku tersebut sebagai hiburan bagi narapidana. 
 
2. Mendapatkan bahan bacaan merupakan Hak Narapidana di Lapas Kelas I 
Tangerang 
Dalam menjalani masa pidana hilang kemerdekaan di dalam Lapas, narapidana juga 
mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang no 
12 Tahun 1995 pasal 14 yaitu: 
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya 
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 
5. Menyampaikan keluhan 
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 
tidak dilarang 
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya 
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga 
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat 
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas 
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
Berdasarkan hak-hak narapidana di atas, dalam penulisan artikel ilmiah ini penulis 
melakukan pengamatan langsung ke Lapas Kelas I Tangerang (observasi) dan melakukan 
wawancara secara langsung kepada narapidana, dalam hal ini menurut pasal 14 ayat 1 huruf 
f UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di atas, di atur lebih rinci dalam Peraturan 
Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan pasal 28 ayat 1 yaitu setiap narapidana dan anak didik 
Pemasyarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi 
dari media massa di Luar Lapas harus mendapat izin Kepala Lapas.  
Adapun bahan bacaan yang telah disediakan oleh Lapas Kelas I Tangerang dapat 
narapidana pinjam selama itu untuk menunjang program pembinaan baik kemandirian 
maupun kepribadian, atau sebagai rekreasi intelektual bagi narapidana. Hal ini juga telah di 




atur dalam Pasal 27 ayat 3 PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yakni tata cara peminjaman dan atau penggunaan 
bahan bacaaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala Lapas. 
Setelah penulis mengamati secara langsung, penulis melakukan wawancara dengan 
salah satu Narapidana yang sering datang ke perpustakaan untuk membaca, narapidana 
tersebut berkata kepada saya bahwa semenjak ia masuk ke dalam Lapas, ia memiliki banyak 
waktu luang, dan setelah menjalani program pembinaan ia merasa sadar bahwa untuk 
memperbaiki dirinya diperlukan bekal untuk hidup setelah bebas. Maka dari itu ia sering 
membaca buku untuk membuka wawasannya, baik itu buku tentang keagamaan, maupun 
buku-buku keterampilan seperti tentang teknologi informasi, maupun buku-buku tentang 
mesin otomotif. Walaupun tempat membaca itu sederhana, namun para narapidana 
merawat sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan tersebut. 
Setiap narapidana berhak untuk datang ke perpustakaan membaca buku, karena 
membaca adalah hak universal bagi seluruh narapidana tanpa terkecuali. Sesekali 
narapidana meminjam buku apabila memang diperlukan untuk kepentingan program 
pembinaan, proses peminjaman buku itu pun tidak sulit, terkesan sangat mudah karena 
tamping bagian perpustakaan menjaga diawasi oleh petugas untuk mencatat buku yang 
keluar ataupun masuk di buku laporan perpustakaan. Memang sederhana namun bagi 
narapidana di Lapas Kelas I Tangerang perpustakaan ini juga sangat bermanfaat bagi 
mereka, karena bukan hanya menunjang dalam program pembinaan saja, akan tetapi juga 
bermanfaat untuk sarana tempat narapidana bersantai sambil rekreasi intelektual dengan 
membaca buku, karena narapidana merasa tempat yang paling tenang dan fokus salah 
satunya ada di perpustakaan. 
Setiap harinya perpustakaan ramai dikunjungi oleh narapidana yang hendak 
membaca, baik itu narapidana yang memang selalu ke perpustakaan untuk mencari ilmu, 
maupun sebagai penghilang rasa penat untuk mencari suasana tenang di perpustakaan. 
Perpustakaan mulai beroperasi pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 16.00 WIB. Tamping 
perpustakaan yang berjaga merasa senang apabila melihat banyak narapidana yang banyak 
menghabiskan waktunya untuk membaca diperpustakaan, namun menurutnya perlu 
adanya buku-buku baru setiap bulannya supaya makin beragam bahan bacaan bagi 
narapidana di Lapas Kelas I Tangerang supaya perpustakaan tersebut tetap ramai. 
 
3. Menyediakan Bahan Bacaan di Lapas Kelas I Tangerang sebagai Penerapan 
HAM 
Berdasarkan Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners  (2017) pada 
bagian artikel ke 40 menyatakan bahwa “Every institution shall have a library for the use of 
all categories of prisoners, adequately stocked with both recreational and instructional 
books, and prisoners shall be encouraged to make full use of it”. Artinya setiap Lembaga 
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara harus mempunyai perpustakaan untuk 
digunakan oleh seluruh tahanan dan narapidana, dengan buku-buku rekreasi dan buku 
pelajaran yang cukup memadai, kemudian tahanan dan narapidana didorong untuk 
memanfaatkan perpustakaan tersebut secara penuh (Nelson Mandela, 2017). 
Dasar hukum di atas juga selaras dengan PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 27 ayat 1 yaitu setiap 
Lapas menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media 




elektronik. Kemudian ayat 2 bahan bacaan dan media massa sebagai mana dimaksud dalam 
ayat 1 harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan 
anak didik Pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Lapas Kelas I Tangerang telah memiliki perpustakaan yang dapat menyediakan 
bahan bacaan bagi seluruh narapidananya tanpa terkecuali, karena membaca adalah hak 
universal bagi seluruh narapidana di Lapas Tangerang. Bahan bacaan atau buku-buku yang 
tersedia di Lapas Tangerang beraneka ragam, terdapat buku tentang keagamaan yang dapat 
menunjang program pembinaan kepribadian, ada juga buku tentang otomotif dan teknologi 
informasi untuk menunjang program kemandirian, dan terdapat juga buku-buku novel 
bahan bacaan bagi narapidana sebagai bahan bacaan yang dapat memberikan inspirasi-
inspirasi positif bagi pikiran mereka, tidak hanya itu saja, terdapat juga buku-buku pelajaran 
untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA bagi narapidana yang hendak belajar untuk 
narapidana yang putus sekolah. Di perpustakaan tersebut bahan bacaan tertata rapih di rak 
yang disusun dan dijaga oleh tamping bagian perpustakaan, sirkulasi buku keluar masuk 




Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri setiap manusia bersifat 
kodratif dan fundamental sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus dihormati, dijaga, 
dan dilindungi oleh setiap orang, baik itu individu, masyakarat, maupun negara. Dalam 
prinsip HAM terdapat salah satu prinsip yang sangat mewakili bagi terlaksananya 
penerapan HAM bagi narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan di dalam Lapas Kelas I 
Tangerang. 
Setiap narapidana berhak untuk datang ke perpustakaan membaca buku, karena 
membaca adalah hak universal bagi seluruh narapidana tanpa terkecuali. Sesekali 
narapidana meminjam buku apabila memang diperlukan untuk kepentingan program 
pembinaan, proses peminjaman buku itu pun tidak sulit, terkesan sangat mudah karena 
tamping bagian perpustakaan menjaga diawasi oleh petugas untuk mencatat buku yang 
keluar ataupun masuk di buku laporan perpustakaan. Memang sederhana namun bagi 
narapidana di Lapas Kelas I Tangerang perpustakaan ini juga sangat bermanfaat bagi 
mereka, karena bukan hanya menunjang dalam program pembinaan saja, akan tetapi juga 
bermanfaat untuk sarana tempat narapidana bersantai sambil rekreasi intelektual dengan 
membaca buku, karena narapidana merasa tempat yang paling tenang dan fokus salah 
satunya ada di perpustakaan. 
Kritik dan Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada pembaca untuk 
selalu menjunjung tinggi HAM, karena HAM itu tidak terhalang oleh dinding setinggi 
apapun, dan tidak terhalang oleh status. HAM itu melekat bagi seluruh umat manusia dan 
sudah ada secara kodrati tidak dapat dipisahkan, setiap orang berhak untuk membaca 
karena meningkatkan kecerdasan intelektual adalah hak segala bangsa, maka dari itu kita 
sebagai manusia yang merdeka tidak boleh merenggut kebebasan orang lain sekalipun ia 
adalah narapidana untuk melarangnya membaca. 




Penulis sadar betul banyaknya kekurangan yang ada dalam diri penulis, maka dari 
itu penulis membuka kesempatan dengan selebar-lebarnya agar para pembaca memberikan 
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